BAB ||
KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa kajian literatur yang dilakuldemukan beberapa
penelitian sebelumnya yang berkaitan dentgaaty shopping yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Savitri dalam tesisnya yangudesrt “Analisis PraktikTreaty
Shopping Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dan Ketentusmti-Treaty
ShoppingIndonesia™’ Savitri membandingkan ketentuamti-treaty shopping
yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerikéebedan anti-treaty
shoppingmenurut OECD. Dalam penelitiannya ditemukan baketentuaranti-
treaty shoppingyang dimiliki Indonesia perlu untuk disempurnakarengingat
Surat Edaran yang dikeluarkan masih terdapat Kg&t¥esan.

Savitri dalam penelitiannya juga membahas bebesipematifanti-treaty
shopping yaitu Limitation on Benefit Provisionslan General Anti-Avoidance
Rule (GAAR). Indonesia dalam perspektif Savitri untukmangkal praktikreaty
shoppingmemerlukan pasal tentang GAAR yang dapat diaddgsi rumusan
negara lain, dimana GAAR merupakan suatu pasalpanighindaran pajak yang
bersifat umum yang dapat dipakai untuk menangkaktie yang dianggap
sebagai penghindaran pajak. Savitri memakai istiiy digunakan oleh Gunadi
tentang “ketentuan sapu jagat” yang merupakan keersubstance over form
principle yang dimiliki Undang-Undang Pajak Penghasilan fedia, namun
Savitri mengingatkan bahwa penerapan dalam ketenteisebut hanya dapat
diterapkancase by casepada kasus-kasus yang bersifat spesifik, sehingga
diperlukan bagi Indonesia untuk menuangkan ketentumdi-penghindaran pajak

yang bersifat umum.

7 Dian Savitri,Analisis Praktik Treaty Shopping Wajib Pajak Dal&tegeri Indonesia
dan Ketentuan Anti-Treaty Shopping Indonesiasis, (Jakarta: MAKSI FE-UI, 2007), bahan
tidak diterbitkan.
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Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Hutagaolgyberjudul ‘Beneficial
Owner dan Implikasi Perpajakanny®,Hutagaol dalam tulisannya melakukan
penelitian berdasarkan jenis penelitian eksplordéih deskriptif. Hal tersebut
karena bertujuan untuk menggali, menggambarkan, daenjelaskan
pertimbangan pemerintah (dalam hal ini Direktoextdkral Pajak) menerbitkan
ketentuarbeneficial ownesebagainstrumentpenangkatreaty shopping

Merupakan hal yang wajar jika Wajib Pajak sebagalaku usaha
melakukan praktikreaty shoppingsebagai bagian dari mekanisme penghindaran
pajak, yang bertujuan untuk mendapatkan insentiigypaling menguntungkan.
Hutagaol juga menemukan bahwa upaya untuk menapgidiik treaty shopping
adalah dengan menentukan siapa pemilik dari peilghagang sebenarnya. Atas
dasar itu, maka perusahaan yang dibentuk sebegaduit companyakan
dianggap sebagabn-resident person

Peneliti menggunakan ketentu&@ertificate of ResidencéCOR) atau
Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan olehatihberwenangcpompetent
authority) dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal PajakJRD DJP
mengeluarkan ketentuaheneficial ownersebagai ketentuan lanjutan dalam
rangka penerapan ketentusax treaty Indonesia dengan negara mitra, yang
mewajibkan Wajib Pajak Luar Negeri sebagai penerimpanghasilan
menunjukkan COR agar dapat mengeksekresaty benefitsyang tercantum
dalamtax treaty COR menjadi bukti bahwa Wajib Pajak Luar Negé&¥afib
Pajak negara mitra) penerima penghasilan memangipalean Wajib Pajak
Dalam Negeri negara mitra. Hutagaol dalam kesimpwla menyatakan bahwa,
diperlukan adanya alternatif lain selain COR dalamnangkal praktikreaty
shopping yaitu Certificate of Beneficial Owne(COBO) yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari @egstra.

Berbeda dengan kajian literatur sebagaimana yatah tdiungkapkan
kedua peneliti di atas, penulisan ini sendiri akamfokuskan perhatian pada
pembahasan perdimitation on benefitssebagai ketentuan pencegaliegaty

shopping Meski penelitian sebelumnya menyinggung tentdingitation on

18 John Hutagaol, “Beneficial Owner dan Implikasi [gakannya”, dalam John
Hutagaol, Darussalam, Danny Septrialgpita Selekta Perpajakar(Jakarta: Salemba Empat,
2006), hal.
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benefits namun penulis melihat bahwa penelitian-penelisabelumnya hanya
memberikan gambaran secara umum, tanpa menggambdekeh dalam
mengenai indikator yang terdapat daldmitation on benefits.Hal inilah
merupakan substansi yang mendasari perlunya peneliaptation on benefits
sebagai bagian upaya pencegahan praidity shopping

Lebih lanjut, jika mengikuti kerangka pemikirannyleedua penelitian
tersebut juga sama-sama melihat bahwa pengguneaty shoppingnerupakan
treaty abuseyang tidak sesuai dengan apasta sunt survadégood faith) yang
dapat digolongkan sebagai pelanggaabuég. Pemahaman mengerneficial
owner akan menjadi dasar acuan untuk menjawab pkmgtation on benefits

sebagai upaya pencegatieaty shopping.

B. Kerangka Pemikiran
B.1. Tax Treaty

Setiap negara memiliki hukum pajaknya sgndiimana falsafah dan
prinsip-prinsip pemajakan serta kepentingan negaepengaruhi karakteristik
dari hukum pajak itu senditf. Pemungutan pajak oleh negara diturunkan dalam
Undang-Undang, karena pajak hanya memiliki dua irppengan dalam
melihatnya, yaitu pajak sebagai sumbangan atauk psgdagai perampokan,
sehingga perlu bagi negara untuk menerapkannyamdat@kanisme hukum.
Mekanisme hukum perpajakan yang dibuat oleh negasaentukan besaran
penerimaan negara.

Melihat kondisi dari Indonesia sebagal negara drmiang, Indonesia
memiliki peraturan hukum perpajakan yang sarat derigngsibudgetair Hal ini
terjadi karena Indonesia membutuhkan banyak sumfiesnsial untuk
membangun ekonominya. Sudibyo dalam melakukan &adnij fiskal, menyoroti
pajak sebagai instrumen yang digunakan untuk meftoggaran Penerimaan dan
Belanja Negara (APBN) yang berkesinambungasustginabl® sehingga
mendorong penguatan kemajuan ekonomi Indonesiaasekro®

19 Rachmanto Surahmadp. Cit hal. 1.

20 Bambang SudibyoKebijakan Fiskal dan Harmonisasi Perekonomian didnesia
dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implemsité§Jakarta: PT. Kompas Media
Nusantara, 2004), hal. 61.
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Perbedaan falsafah dan prinsip-prinsip pemajas@ma kepentingan yang
melatarbelakangi pembuatan hukum pajak dapat mabkab perbedaan hukum
pajak yang dimiliki oleh Indonesia dengan negaia lBalam hal transaksi lintas
batas, perbedaan hukum pajak di masing-masing aelggrat menjadi hambatan
yang signifikan. Bukan hanya merugikan pelaku usdh&m menjalankan
kegiatan bisnis mereka, melainkan juga negara s¢béayitas pajak akan terkena
dampaknya. Salah satu dampak dari hal tersebualadegara akan kehilangan
potensi penerimaan yang cukup signifikan dan ddgemimplikasi pula pada
melemahnya pertumbuhan ekonomi negara.

Terhadap transaksi dalam cakupan lintas batasraregaara yang terlibat
akan mengenakan pajakPerbedaan pengenaan pajak dari dua jurisdiksk paja
yang berbeda dapat mengurangi keinginan investarkumelakukan investasi..
Hal ini dikarenakan besarnya potensi untuk terjaelingenaan pajak berganda,
yaitu pengenaan pajak lebih dari sekali pada suloiek objek yang sama
(juridical double taxatiop®® Hal ini tentunya menimbulkan biaya yang lebih
besar jika pelaku usaha membuka investasi bauadinegeri.

Tambahan beban pajak yang timbul karena adanyaepaag pajak
berganda dapat menjurus ke aoader taxationyang berpotensi menghambat laju
pertumbuhan ekonomi di negara tempat asal dan tajaan investasi. Oleh
karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memgan atau mengeliminasi
pajak berganda internasional. Pendekatan yang dhla&ukan adalah dengan
(1) unilateral, (2) bilateral, dan (3) multilatefal

Secara unilateral, negara yang memajaki penghasilan negeri dari
WPDN pada umumnya memberikan keringanan atas pdijmiaksud’’ atau
mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima NVFRRemberlakuan
unilateral tidak membutuhkan perjanjian dengan redain. Walaupun tiap

negara mencantumkan ketentuan tentang penghindarggenaan pajak berganda

2! Richard L. Doernbergnternational Taxation In A Nutshel{West Publishing, 1993),
hal. 2.

22 Gunadi, Pajak Internasional: Edisi Revisi 2007Jakarta: FEUI, 2007), hal. 111.
Disamping juridical double taxation economic double taxatiomdalah jenis pajak berganda
lainnya. Namun yang menjadi pokok pembahasan ditesibatas pad@uridical double taxation
karenatax treatyhanya membatasi kewenangan jurisdiksi sebuah aggearg memiliki hak untuk
memajaki.

%3 |bid. hal. 118.

# |bid.
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yang tertulis dalam peraturan domestiknya, hal tidek menjadi jaminan
untuk mengurangkan potensi pengenaan pajak bergateldebih lagi
menghilangkannya

Sehubungan dengan pendekatan bilateral, keringadatasarkan
kesepakatan (persetujuan) antara kedua negara aeqggridiksi pemajakaff.
Pada pendekatan multilateral melibatkan lebih dad negara. Biasanya secara
regional, negara yang berada dalam satu kawasat eh@mutup perjanjian secara
bersama-sanfd.

Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk dilakuksain untuk
mencegah kondisi pengenaan pajak berganda, upasebi juga dilakukan
dengan tujuan yang lebih makro, yaitu pertumbutamemi yang lebih baik bagi
negara yang mengikat perjanjian. Dengan mengikgam&n dengan negara
mitra, maka terjadi kesepahaman (harmonisasi) yaegiliki dasar hukum,
sehingga perjanjian tersebut dapat dijalankan.aRgan untuk menghindari
pengenaan pajak berganda disebut juga detapatreaty, treaty conventioatau
perjanjian penghindaran pajak berganda. Pada umamperanjian penghindaran
pajak berganda lebih banyak digunakan dalam petaiekéateraf®

Sebagaimana yang diungkapkan Sumitro, bahwa twaerP3B yang
disusun yaitu:

Persetujuan penghindaran pajak berganda merupgkaya wdua
negara untuk menghindarkan terjadinya pengenaaak pagcara
berganda. Pengenaan pajak mengandung dua unsursybjekitif

dan objektif, sehingga cakupan dari suatu persatuju
penghindaran pajak berganda menyangkut subjek hjak G

Perjanjian Penghindaran Pajak Bergantix (treaty adalah perjanjian
yang mengakomodir ketentuan untuk melakukan harsasnisistem perpajakan
di antara dua negara. Perjanjian ini berlaku tidekya untuk badannén-

individual persol melainkan juga orang pribadngividual persoh® Perjanjian

5 Surahmat, Rachmantop.cit hal 3.

26 Gunadi.Op. Cit hal. 119.

27 |bid.

28 |bid.

29 Rachmanto Surahmddp. Cit hal. 32.

30 John Hutagaol, “Beneficial Owner dan Implikasi paakanny4, dalam John
Hutagaol, Darussalam, Danny Septrialgpita Selekta Perpajakar(Jakarta: Salemba Empat,
2006), hal.88.
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ini dapat berlaku selama dapat dibuktikan bahwaek@&merupakaresidentdari
salah satu negara atau keduanya, dari negara yangaaiakan perjanjian, hal ini
dilakukan untuk menjaga eksklusifitas dari perjamjtersebut, agaesidentdari
negara yang tidak mengadakan perjanjian tidak dapatggunakan perjanjian
yang telah dilakukan.

Menurut Hutagaol, perjanjian antar dua negara ddjEtikan sebagai
perjanjian yang mengatur pembagian hak pemaja#tausion of taxing rights
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pégtduduk tax resident dari
salah satu negara atau kedua negara mitra rurtdg@agy( partnej, sehingga dapat
dicegah pengenaan pajak bergandeuble taxatioh dan juga bertujuan untuk
memerangi penggelapan pajakx( evasiop®* Sejalan dengan hal itu, Rohatgi
yang dikutip oleh Darussalam berpendapat baliaa treaty adalah untuk
membatasi pengenaan pajak berdasarkan ketentuak gajnestik oleh negara
yang mengadakan perjanjian serta untuk memberik&komfjan keringanan atau
pengurangan pajak bergantiaPerjanjian perpajakan yang dilakukan negara,
merupakan perjanjian untuk membatasi kewenangaaraatplam hal memajaki
penghasilan yang timbul dari cakupan lintas batagara. Tiap-tiap negara
dibatasi kekuasaannya untuk mengenakan pajak derggaa membagi
kewenangan mengenakan pajak di antara negara yangadiakan perjanjian,
sehingga pelaku usaha yang melakukan kegiatan us#ha batas di antara
negara yang melakukan perjanjian terhindar darigpeaan pajak berganda
(double taxation Namun tidak hanya sebatas menghindari pengepagak
berganda, perjanjian yang dilakukan yang berbelegda#la hak suatu negara
mendapatkan penerimaan melalui pemungutan pajafpéagas untuk menghindari
perjanjian untuk tidak dikenakan pajak di negaraapan (louble non-taxation

Persetujuan ini melewati proses yang panjang, damitr Tergantung
kedudukan suatu negara dan posisi tawar yang #inyié dalam menentukan hak
pemajakan internasionalnya. Mulai dari lobi hinggtfikasi perjanjian, negara-

negara yang terlibat mengukuhkan diri untuk menkiaeri kompromi dan

31 i
Ibid.
32 Darussalam dan Danny Septriabiembatasi Kekuasaan untuk Mrengenakan Pajak:
Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, damifistrasi Pajak(Jakarta: PT. Gramedia,
2006), hal. 38.
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melepaskan hak atau mendapatkan hak pemajakan,pgategprinsipnya adalah
keseimbangan dari kerugian dan keuntungan yangralgie masing-masing
negara, sehingga pengenaan pajak berganda dapatadkan.

Pembagian kewenangan pemajakan dapat dibedakaadinéga kelas,
antara lain:

1. Penghasilan dapat dikenakan pajak tanpa adanyaagpesan di negara
sumber,

2. Penghasilan dapat dikenakan pajak dengan adanybapesan di negara
sumber, atau

3. Penghasilan tidak dapat dikenakan pajak di negaréoer.

Dalam tiga kelas di atas, penghasilan yang dikenaagak di negara
sumber tanpa adanya pembatasan merupakan pema@tspenghasilan yang
berasal dari jenis penghasilan aktif. Sedangkanaan dengan pembatasan di
negara sumber merupakan pemajakan atas penghgait@nberasal dari jenis
penghasilan pasif yang menggunakdthholding sebagai pemungutannya. Bagi
penghasilan yang tidak dikenakan pajak di negarabsu merupakan jenis
penghasilan yang tidak termasuk dalam jenis peiighgsasif dan aktif. Namun,
pemajakan atas jenis penghasilan tergantung paskpdieatan dari negara yang
mengadakan perjanjian.

Penerapan pemungutan pajak di banyak negara meaiggumithholding
tax systen, yaitu pemungutan pajak berada di tangan pihéigaedan tarif yang
berlaku pun termasuk tinggi. Khusus pendapatan ggmeyoleh dari penghasilan
pasif (passive incomeseperti bunga, deviden, dan royallix treatymenetapkan
tarif lebih rendah yang hanya berlaku untuk kedegama yang mengadakan
perjanjian. Hal tersebut merupakan sebbehefits (fasilitas) perpajakan yang
hanya berlaku secara eksklusif bagi negara yangkulehn perjanjian.

Alasan pemberiabenefitstersebut mengacu pada efisiensi dan efektifitas
usaha, sehingga dapat mengurangi biaya ushhsingss cokt Jika sebuah
perusahaan yang mendapatkan penghasilan pasif Idari negeri tidak
memperoletreduced rateyang disediakan oletax treaty melainkan ketentuan

pajak domestik negara sumber, yang bahkan befgif@t maka pelaku usaha
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akan menderita kerugian. Pajak yang dipotong tidakn dapat dikreditkan
sebagai Kredit Pajak Luar Negeri.

Pajak yang dipungut dengan tarif domestik yangitagrBnal yang mana
atas pajak yang dipotong tersebut tidak dapat ditka@n, maka berimplikasi
sebagai kerugian perusahaan yang menanggung pajak gipotong sebagai
beban biaya. Biaya yang bertambah berarti menguk@rmgampuan perusahaan
untuk mendapatkan nilai tambah dari kegiatan liftasas, dan ini memicu
turunnya kemampuan bersaing perusah@@ampetitive disadvantageJadi, Tax
treaty tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan pajafgdoeda, melainkan
juga mencegah batasan-batasan seperti ini dalarsaisi lintas batas negdfa.
Batasan-batasan tersebut terjadi dalam kerangkghpelaran pajak berganda,
sehingga jika atas suatu transasksi tidak menimabulgajak berganda, sudah
barang tentu jika suatu transaksi tidak menimbulkdanya pajak bergandax
treatytidak perlu diaplikasikar

Lebih lanjut, Hutagaol memberikan gambaran yangihlelengkap
mengenai insentiiax treaty(treaty benefitsbagi investor antara lain adalah:

Terhindar dari pengenaan pajak garfzuple taxatioh

Penghematan dalam perputaran kaslki flow saving

Kepastian hukuml€gal certainty;

Perlindungan dari perlakuan diskriminasof-discriminatiof
Memperoleh perlindungan dari perlakuan perpajaleargyidak sesuai
dengartax treaty (Mutual Agreement Procedur®).

r 4

Khusus insentif pajak berupzash flow savingdiperoleh penduduk dari
negaratreaty partnermelalui pembebasan pajak atau pengenaan pajalameng
tarif yang lebih rendah, sehingga pajak yang dibayanuka menjadi lebih kecil
dari jumlah yang seharusnya. Adanyme value of moneynenghasilkarcash
flow savingbagi perusahaafi.Namun insentif yang disediakan dalaax treaty
tidak ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku asatimanatax treaty harus

mengandung netralitameutrality)®’. Netralitas yang dimaksudkan disini adalah

% Pencapaian tujuan didalatax treaty diturunkan pada fasilitas yang disediakan
sehingga merupakan keuntungdimeaty benefits)bagi resident negara yang mengadakan
perjanjian.

% Manuel Pires, International Juridical Double Taxation of IncomeSeries on
International Taxation(Kluwer Law, 1989), hal. 13.

35 John Hutagaolp. Cit, hal. 89.

% |bid.

%" Richard L Doernberdbid, hal. 4.
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pajak bukan merupakan alasan utama untuk suatikupelaaha melakukan
usahanya.
B.2. Treaty Shopping

Dalam cakupan lintas batas, bisnis yang bertumlaury ijalankan oleh
pelaku usaha harus mencerminkan efisiensi daniifktperusahaan. Efisiensi
dan efektifitas yang sesuai dengan prinsip ekonowaitu mendapatkan
penghasilan yang sebesar-besarnya dengan pengelyang sekecil-kecilnya.
Hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan dalateks kemampuan yang
dapat memberikan nilai tambah bagi para pelakuaisah

Pajak di sisi pemerintahan merupakan penerimaamaraegang sangat
vital. Namun bagi pelaku usaha, hal ini merupakagban yang harus
ditanggungnya karena pajak mengurangi kemampuarsgesian dalam tujuannya
untuk memperoleh nilai tambah. Sehingga pelakhaisacara dini dan maksimal
berupaya untuk menekan pembayarannya. Dapat @diartlisini adalah sedapat
mungkin bagi perusahaan untuk menghindari pembaypsgak kepada negara
walau negara memiliki hak pemajakan. Praktik yailgkdkan pelaku usaha
seperti ini disebut sebag@ix avoidancelLebih lanjut, penghindaran pajak dalam
konteks hukum harus dipenuhi, dalam arti tidak mgdar ketentuan yang
dituliskan dalam hukum pajak itu sendiri.

Mekanisme praktitax avoidanceadalah sebuah penghindaran perpajakan
yang memenuhi ketentuan legal, dimana memanfadtki@mahan-kelemahan
(loophole$ ketentuan perpajakaf. Penghindaran pajak juga dapat dikatakan
sebagai mekanisme yang disebabkan karena cacéistg@ng terdapat dalam
ketentuan perpajakan.Saat melanggar ketentuan legal, maka hal terseasiik
dalam kategortax evasiorf® Secara sederhanax evasiorberarti penghindaran
pajak dengan cara melanggar ketentuan hukum. \émcigel mengungkapkan

bahwa:

%8 Darussalam dan Danny Septriddic. Cit
39 Muhamad ZainManajemen PerpajakaiJakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 43.
40 i

Ibid.
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“Tax avoidance is perfectly legal, because most ttiesnrecognize
the rights of tax payer to arrange his affairs imch a way to pay
less tax™*

Penghindaran pajak merupakan hal yang sah secdmamhukarena
kebanyakan negara mengakui hak-hak Wajib Pajak yeemggatur kewajibannya
membayar pajak dalam jumlah yang paling kecil. Agapegitu,Tax avoidance
dibagi lagi menjadi dua bagian, ya#uceptable tax avoidanaanunacceptable
tax avoidancenamun korelasi dari pembagian tersebut adaladepsryang sama
dengantax avoidance yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bsizer
negara menganalogikan bahurgacceptable tax avoidansebagaaggressive tax
avoidanceyang dilarang penggunaannya.

Melihat kondisi di Indonesiaynacceptable tax avoidanamnacceptable
tax avoidancdidak diatur dalam ketentuan perpajakan Indonéstkanesia hanya
mengatur tentangax evasionyang merupakan pelanggaran yang berakhir pada
sanksi pidana. Vaninstendael mengungkapkan:

Tax evasion or tax fraud is an offence againsttthelaw that is

punishable by criminal sanction. It consists ofatleiolations of

the tax laws, such as fabricating false accountsotiter false

documents, keeping parallel accounts, not reportimgome, or
smuggling or dissimulating goods or assgts.

Penyelundupan pajakak evasiohadalah kegiatan yang melawan hukum.
Terdiri dari kegiatan yang melanggar hukum pergjalkseperti membuat laporan
palsu atau pemalsuan dokumen, pembukuan gandantielaporkan penghasilan,
atau menyembunyikan aset. Atas kegiatan terselpatt dékenai sanksi pidana.

Perjanjian pajaktax treaty) merupakan perjanjian di antara dua negara
atau lebih yang bertujuan untuk menghindarkan pese pajak berganda antar
negara yang melakukan perjanjian. Dimana pencapajiaan tersebut diturunkan
pada fasilitas atau kemudahan yang disediakan ldélsul yang terdapat pada
perjanjian tersebut, dimana merupakan keuntungami bpihak yang
menggunakanTreaty tersebut hanya diperkenankan untuk digunakan kepada

residentdari kedua negara yang mengadakan perjanjian.

4 Graeme S. Coopetonflicts, Challenge and Choiches-The Rule of Lad Anti-
Avoidance Rules dalam Tax Avoidance and The Rulawf(Amsterdam: IBFD, 1997), hal.17.
“2 |bid, hal. 131.
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Girish dan Argawal mengatakan:

Treaty shopping, as it is often called, has beeniified as a
highly sensitive issue in the context of tax avotga Such
planning enables the taxpayers to take undue adgandf benefits
contained in tax treatie®.

Skema treaty shopping adalah masalah krusial dalam konteks
penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebugkoedisikan suatu pihak
untuk mendapatkan fasilitas yang tercantum dakam treaty. Pihak yang
menerima fasilitas tersebut pada dasarnya adalbbk pyang tidak berhak
menerima fasilitas tersebut.

Sedangkan merujuk kepada Becker dan Wurm:

treaty shopping means that a tax payer ‘shops’ i¢oefits of a
treaty which normally are not available for him (§rto his end he
generally incorporates a corporation in a countrfyat has an
advantageous tax treat}f’

Mekanismereaty shoppingliartikan sebagai kondisi seorang subjek pajak
“berbelanja” untuk mencari fasilitas dari pada @ejipn pajak yang dalam
kondisi normal bukan ditujukan untuk dirinya. Paddirnya ia akan mendirikan
perusahaan di negara yang memberikan keuntungamearanfaatkan fasilitas
tersebut yang paling besar. Perusahaan yang didirikerupakan perusahaan
bayanganconduit companyyang berfungsi sebagai perusahaan perantara untuk
mendapatkan fasilitas tersebut.

Darussalam dan Septriadi menjelaskan bahwa yan@kdiml dengan
treaty shoppincadalah suatu skema untuk mendapatkan fasilitasrpean tarif
pemotongan pajak réduced rat® yang disediakan oleh suatu perjanjian
penghindaran pajak berganda atiaxi treatyoleh subjek pajak yang tidak berhak
untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pengsorpajak tersebdt.Dimana
pada dasarnyeeduced ratetersebut hanya diberikan kepada mereka yang secara

ekslusif ditujukan oleh subjek pajak yang berhak.

3 K.R Girish dan Ajay Argawal. L‘oB’bing Tax Treaty Shoppifig
www.thehindubusinessline.comiunduh pada tanggal 21 Maret 2008. pukul 21.00

4 Stef Van WeeghelThe Improper Use of tax Treaties: With Particulaaf&ence o the
Netherlands and the United Stat&$uwer Law International, 1998, hal. 118.

> Darussalam dan Danny Septriadi. “Treaty Shoppiag 4nti-Penghindaran Pajak”,
dalaminside TaxEdisi PerkenalarLoc. Cit hal. 26.
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Skema Treaty shoppingmerupakan salah satu skema yang digunakan
untuk melakukaax avoidanceyang tujuan utamanya adalah untuk menghindari
pengenaan pajak yang lebih besar. Lebih lanjutugaiam dan Danny Septriadi
mengatakan bahwéreaty shoppingadalah salah satu skema yang digunakan
dalam rangkdax avoidanceselain dariransfer pricing thin capitalization dan
Controlled Foreign CompanyCFC)*® Skema tersebut, dalam pendekatan teori
merupakanaggressive tax planningdimana transaksi yang dilakukan hanya
semata-mata untuk mendapatkan keuntungan implgexpajakan, tanpa adanya
tujuan untuk melakukan usaha yang ba&dqd faith in doing businegsan tidak
memenuhi tujuan dari semangat pembuatan kebijaggrajakani(tention of the
law).*’

Berbagai pendapat dari para ahli perpajakan dj d&gsat ditarik benang
merah mengenaieaty shoppingyaitu dengan adanya:

1. Treaty benefitsyang disediakan oleh suatreaty yang tidak ditujukan
untuk digunakan oleh pihak ketiga, dan
2. Conduit companysebagai perusahaantermediary yang didirikan di
negara mitra (negara domisili) dari negara sundser,
3. Kerugian bagi negara sumber dikarenakan hilang #@rkurangnya
potensi pemajakan.
B..3. Beneficial Owner

Dalam rangka mencegah praktik penghindarajakp yang dilakukan
melalui skemareaty shoppingterlebih dahulu harus ditentukan siapa penerima
yang sebenarnya dari sebuah penghasilan. Hal inipakan dasar dari penentuan
untuk memilah subjek pajak yang berhak dan tidathdde untuk memperoleh
fasilitas tax treaty Penentuan siapa pihak yang berhak dan tidak kerha
merupakan indikator untuk menilai apakah ada skématy shoppingyang
dilakukan, sehingga dapat dilakukan tindakan |édomljut.

Gillese yang dikutip oleh Brown mengartikawnershipsebagai:

... an enforceable bundle of rights that links asperto a thing.
The rights ca be grouped under three headings: rigats to

%8 | pid.
7 bid, hal. 10.
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physical use, the right to enjoyment (e.g., incame services) and
the rights to management (sales, lease, devisepamiage)?

Kepemilikan merupakan kumpulan hak yang menghubamgkrang
dengan sesuatu. Hak yang dimaksud dapat dikelomppkda tiga hal besar,
yaitu: hak untuk menggunakan, hak untuk menikmagr(ikmati penghasilan
atau layanan), dan hak untuk mengatur (penjuakamygwaan, perencanaan, dan
pencampuran). Ketiga hak tersebut saling melengksgiu sama lainnya.
Beneficial ownershipmerupakan pihak yang memiliki kumpulan dari hak
tersebut.

Brown berkesimpulan bahwa yang dimaksud denbeneficial owner
yaitu:

...the person with title also has the right to usel @mjoyment.
Indeed so much is that taken for granted that iuMide odd to
describe the owner of a fee simple interest in praperty as the
beneficial owner or to say that he has the berafienhjoyment or
owns the beneficial estate or is beneficial erditie ownership; he
is just the owner and that he owns it for him slfust assumed.
Beneficial ownership includes ownership by the léigle holder if
that person also has beneficial enjoyment of ttoperty. In short,
the expression “beneficial owner” also includes thener, and
property is considered to be the beneficially ownmd that
person’’

Beneficial ownermengacu pada orang yang memiliki hak untuk mengjcam
dan menikmati. Dijelaskan lebih lanjut bahwa oram@mng memiliki hak untuk
menggunakan namun tidak menikmati tidak dapat dda@ikan sebagai
beneficial owner Harus dilihat pada kondisi faktual yang terjakirena yang
disebut hak untuk memiliki harus diiringi dengankhantuk menggunakan.
Pandangan yang sama juga diberikan oleh Rowlaridyd&epemilikan adalah
sekumpulan dari hak-hakindle of rights untuk menikmati kekayaafl.Contoh
yang dapat diberikan di sini, yaitu agen saham yaegdapatkan penghasilan
dari selisih saham yang kemudian distribusikan &apavestornya.
Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa agen adp&hilik legal (egal

ownel) dari penghasilan, namun yang menikmati adalalestornya. Antara

“8 John Hutagaolp. Cit, hal. 93.
4 |bid.

®0 carl P. Du Toit,Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Taseaties (IBFD:
Amsterdam, 1999), hal. 102.
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investor dan agen tersebut yang menjaelheficial ownemnya adalah investor.
Beneficial ownerdapat digunakan untuk menggambarkan perbedaarpithat
yang memiliki penghasilan dengan kepemilikan legéhu sebagai pihak yang
memiliki kekuasaan untuk menikmati dan menggunakanrdimana pihak
tersebut dapat mengontrol pihak ledagél owney.

Inggris sebagai sebuah negara yang menganut sist@mon lawdimana
keputusan hakim akan dijadikan sumber hukyori§prudensi dalam memutus
perkara yang santa,mengenaibeneficial ownershipsebagai suatu pihak yang
berada di pihak lain dari pemilik legdegal owne). Pemisahan ini dilakukan
terhadap suatu penghasilan yang dikelola oleh pilyalkhg merupakan
kepanjangan tangan dari pihak lain. Dimana pihaiseteut hanya bertugas
menjalankan keinginan dari pihak yang sebenarnyailiké penghasilan. Petikan
yang biasa diambil berasal dari kata-kata Diplock:

My lords, the concept of legal ownership of propewich did not
carry with it the right of owner to enjoy the ‘ftsi of it or dispose
of it for his own benefit, owed its origin to theuct of Chancery.
The legal ownership of the property is in trusteet, he holds it not
for his own benefit but for the benefit of benefieis. .>

Konsep pemilikan legal adalah konsep dimana suatkgidak memiliki
hak untuk menikmati “buah” atau membuangnya unteiritungan pribadinya.
Kepemilikan legal jatuh padausteeyang memiliki secara legal suatu kekayaan
dan digunakan untuk kepentingan dan keuntunganligeyaing sesungguhnya.
Sehingga dapat dilihat bahwa kepemilikan meluasa#tepdua pihak, yaitu
pemilik legal dan pemilik yang sebenarnya.

Hal ini pun berlaku sama dalam hukum negara AmeS8i&ekat, dimana
beneficial ownershifharus dibedakan deng#&gal ownership Dalam ketentuan
Amerika, penentuan pihaeneficial ownershiglilekatkan pada fungsi kontrol
yang terjadi. Maksudnya adalabeneficial ownershipmerupakan pihak yang
mengontrol pihak lain, dimana pihak lain bertugasuk mengelola kekayaan

pihakbeneficial ownership®

®! Sudikno MertokusumoMengenal Hukum: Suatu Pengantdt.iberti: Yogyakarta,
2002), hal. 107.

2 Carl P. Du ToitOp. Cit,hal. 117.

*?Ibid, hal. 118
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Terlihat adanya fungsi pertanggungjawaban akibat fieagsi kontrol.
Pihak yang merupakdagal ownershipmerupakan pihak yang bertanggung jawab
atas penghasilan yang diperolehnya kepada pihak &dangkan pihak yang
menerima pertanggungjawaban adalah pihlaéneficial owner jika atas
penghasilan yang diterimanya tidak mewajibkan gaiontuk bertanggung jawab
kepada pihak lain. Sehinganeficial ownerdalah pihak atas suatu kepemilikan
yang mana dirinya tidak bertanggung jawab kepadiakpiain kecuali dirinya
sendiri.

Pihak yang secara substansi merupakan pihak yangggueakan,
menikmati, atau memiliki penghasilan yang tidakyemelihat pada sisi formal,
melainkan juga material. Sehingga pertimbangan gahbagal owner harus
dilihat kelanjutannya dari hak yang dimilikinyajkditi dengan hak kelanjutannya
seperti hak untuk menikmati. Dalam hubungannya aetrgaty benefitsaplikasi
dari treaty benefitshanya dapat diberikan kepada orang yang secarstasisb
merupakan penerima penghasitan.

Hutagaol mendefinisikarbeneficial owner sebagaiultimate recipient
yakni sebagai pihak terakhir yang memperoleh pesiline® Contohnya adalah
mengenai agen saham dapat memberikan penjeladama avestor merupakan
pihak terakhir atas penghasilan. Sedangkan Gunadideiinisikanbeneficial
owner sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan ekongarig paling
besar® dimana hal ini senada dengan yang diungkapkan @leh bahwa
beneficial owneradalah orang yang mendapatkan keuntungan kepamiji&ng
paling besar!

Kondisi faktual merupakan pendekatan untuk dapatentukarbeneficial
owner Harus dilihat secara material penghasilan yamgrdieh suatu pihak.
Dalam menetukan pihak yang merupakemeficial ownemaupunlegal owner
OECD memberikan beberapa pendekatan yang dapanadign, sedangkan

Amerika juga memiliki pendekatannya sendiri yaitelatui limitation on benefits

> Ibid. hal. 96.

% Wawancara John Hutagaol, Guru Besar Ekonomi PeshaKepala KPP Tebet,
(KPP Tebet, Jakarta), tanggal 18 November 2008,IgLk 45 sampai dengan 13.20.

¢ Wawancara Gunadi, Mantan Dirut Pemeriksaan daryifigan Pajak Dirjen Pajak
Depkeu, Guru Besar Program limu Administrasi FISIP{Gedung PPATK lantai 4, Juanda,
Jakarta Pusat), tanggal 6 November 2008, pukulDlfaénpai dengan 15.30.

" Carl P Du ToitOp. Cit, hal. 126.
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B.4. Limitation on Benefits
Perjanjian perpajakaftax treaty)di antara dua negara bertujuan untuk
menghindarkan pengenaan pajak berganda yang meampbitasan-batasan
perpajakan. Batasan-batasan tersebut tentunya ak@mpekses negatif bagi
kedua negara. Dalam rangka mengurangi batasarebatasebut, kedua negara
memfasilitasi transaksi lintas batas, investasin@gi, dan jasa-jasa, sehingga
tercapainya hubungan dagang yang baik dan pertusmbakonomi bagi kedua
negara?®
Perjanjian perpajakan di antara dua negara merg@adsia, manakala
adanya pihak ketiga, yang merupakan pihak yangk ti@mbuat perjanjian
dengan kedua negara atau hanya mengikat perjaggagan negara domisili,
malah memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang adalalntax treatyyang
dibuat. Perjanjian tersebut, berlaku hanya terbatag kedua negara, namun
dengan memanfaatkan kelemahan yang ada, perjaigiaabut telah berubah
menjadi perjanjian dengan dunteefty with the worlj>°
Pihak ketiga yang menggunakan jaringtax treaty sebuah negara
merupakan tindakan yang menyalahgunateantreaty dalam upayanya mencari
penghematan pajak dan tentu saja merupakan pesgikistensi pajak suatu
negara’ Skema penghindaran perpajakan tersebut dapattiicEmngan beberapa
pendekatan dapproach sebagaimana yang disarankan OECD dalam
Commentariesya, yaitu antara lain:
1. Look trough approach
2. Exclusion approach
3. Subject to tax approach
4. Channel approach.
Keempat pendekatan tersebut di atas, merupakarekatach turunan atas
penentuan pihak penerima penghasilan yang seben@raegeficial ownership

Penting untuk dilakukan agar dapat menjadi sahigi lsebuah pihak untuk

%8 Christiana HJI Panayi, “Limitation on Benefit aBthte Aid”, IBFD, 2004, hal. 83.
%9 Gunadi,Pajak Internasional Edisi Revi€p. Cit hal. 207.
% Ibid. hal. 204.
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mengeksekugreaty benefityang terkandung di dalam sebuak treaty Namun,
OECD Commentarieidak menentukan pendekatan mana yang terbaik.

Limitation on benefitdapat dikatakan suatu bentuk turunan dari empat
metode di atas. Hal ini disebabkan karena secdrstamtif, pendekatan OECD
juga dimiliki oleh LOB, hanya saja LOB memiliki kan teknis yang berbeda.
Dimana terdapat serangkaian tes yang secara sfilsamia dengan pendekatan
yang disarankan oleh OECD, namun lebih kepadadefang mengatur sehingga
dapat diimplementasikan. Kemudian menghasilkanith&ttwasanya merupakan
hal yang sahih bagi pihak yang mengeksekmesity benefits.

Disederhanakan bahwa untuk dapat mengeksekusi seaty benefits
bagi pihak yang mencoba untuk mengeksekusinya ldkser dua persyaratan,
antara lain:

1. Kiriteria subjektif, dan
2. Kriteria objektif®*

Kriteria subjektif mengindikasikan bahwa pihak &rst harus menjadi
sebualresident(\WPDN) di negara yang mengadakan perjanjian. Sg@amyang
dimaksud dengan kriteria objektif, pihak tersebatus memenuhi paling sedikit
salah satu tes yang disediakan oleh klausuitation on BenefitsSebagaimana
yang diungkapkan oleh ReinholdBatisfy all requirements specific to the
particular benefit involved:

1. be a treaty resident
2. meet at least one of the Limitation on Benefitsf&s

Secara umum hal tersebut dapat digeneralisasikbwablmitation on
benefitsadalah pengujian yang membatasi pengguriesaty benefits Adapun
pengujian tersebut secara sederhana adalah:

1. Bahwa pihak yang ingin mendapatkaraty benefitadalah pihak yang
merupakan penduduk dari negara domisili, atau grezkisahaan yang

dimiliki oleh penduduk di negara yang mengadakenjapjian, dan;

1 Rahmanto SurahmaBunga rampai Perpajakar(Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal.
14-15

52 Mark Doelts, Rick Reinhold, Phil WestLitnitation on Benefit Provisions in Tax
Treaty, ABA Section Meeting 2007, http://www.abanet.odjunduh pada tanggal 28 Agustus
2008.
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2. Penghasilan yang diperoleh tidak diubah ke dalamtuliebiaya untuk
diberikan kepada pihak lain yang merupakan pendutiwk negara yang
mengadakan perjanjih
“Limitation on benefits clause, limits the benefifisthe treaty to qualified

residents of the respective contracting stat&s.

Ahuja, mengartikatimitation on benefitsebagai klausul yang membantu
membatasi pemberianeaty benefitskepada pihak yang memang berhak untuk
mendapatkannya. Pihak tersebut merupakaimentyang sebenarnya dari negara
yang melakukan perjanjian.

Untuk menjelaskan peranan LOB dalam menangkal tigrakkeaty
shoppingdi Indonesia, maka penulis mencoba menuangkanrglalun bagan

berikut ini:

% Richard L. Reinhold“What is Tax Treaty Abuse: (is Treaty Shopping isGutdated
Concept?)”  The Tax Lawyer, Vol. 53, No. 3, Spring 2000,
http://www.abanet.org/tax/pubs/ttl/533sp00/533teiml, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2008

® Neeru Ahuja, “Limitation on Benefits"http://www.its.com diunduh pada tanggal
25 Mei 2008
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C. M etode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana syaguelitian
dilaksanaka?®> Metodologi penelitian yang dijabarkan antara Igiendekatan
penelitian, hipotesis penelitian, jenis atau tipmeditian, metode dan strategi
penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau inéorm proses penelitian,
penentuarsite penelitian, dan keterbatasan penelitian.

C.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inlahdenenggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif meiiiliujuan untuk mencari dan
menemukan pengertian atau pemahaman tentang femodsam suatu latar
berkonteks khusu§. Creswell dalam Research Design: Qualitative and
Quantitative Approachmendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

“an aquiry process of understanding a social or faumproblem

based on building a complex, holistic picture, franth, words,

reporting detailed views of informants and conddcie natural

setting™’

Penelitian  kualitatif  disebut pemahaman  mendalamarera
mempertanyakan makna suatu objek secara mendalartugi@s® Penggunaan
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalatulk mandapatkan pemahaman.
Penulis merasakan bahweeaty shoppingdapat terjadi di banyak negara dan
dalam setiap kasus yang ada tidak selalu dapat gneagan teori yang sama
untuk menganalisis hal tersebut. Oleh karena iendpkatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dimana teori digunaetragai pemberi batasan agar
tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis.

C.2. Jenisatau Tipe Pendlitian
Menurut tujuannya, penelitian ini termasuk ke dajaenelitian deskriptif.

Menurut Kountour, penelitian deskriptif adalah gpenelitian yang memberikan

8 |gbal HasanPokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Apfikeya (Jakarta:
Ghalia Ind, 2002), hal, 21.

% Lexy J, MaleongMetode Penelitian Kualitatif(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2006), hal. 5.

7 John W. CreswellResearch Design: Kualitatif and Kuantitatif Aproacfi.ondon:
SAGE Publication, 1994), hal 1-2.

% prasetya IrawarRenelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk lImuriiu Sosigl (Depok:
FISIP Ul, 2006), hal. 4
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gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelagkimuanpa ada perlakuan
terhadap objek yang ditelffl. Penulis menggunakan penelitian deskrptif karena
menggambarkan pemahaman mengdinaitation on benefitsebagai penangkal
praktik treaty shopping/ang terjadi di indonesia.

Berdasarkan pada manfaatnya, penelitian ini tewknamlam penelitian
murni. Diartikan bahwasannya manfaat dari penalitiai ditujukan untuk
pengembangan akademis. Penulis menggunakan pemelitiurni karena
berorientasi kepada ilmu pengetahuan. Penulis naagkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pendidikan, terutama dalam rkat@ah pajak internasional.
Mengacu pada dimensi waktu, penelitian ini terggl@enelitiancross sectional
karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu ld@nya dilakukan pada suatu
saat tertentu bukan disengaja melakukan pengumpidém pada waktu-waktu
yang berbeda untuk dijadikan pertimbangan.

C.3. Metodedan Strategi Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah data yang
bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsdag sumber yang ada serta
data skunder, yaitu data yang telah diolah terlelainulu guna mendapatkan data
dan informasi lain yang dibutuhkan pada penelitttnDengan demikian peneliti
menerapkan metode pengumpulan data yakni:

1. Studi Literatur

Studi literatur yaitu membaca literatur-literatang berhubungan dengan

pokok permasalahan penelitian, di antaranya melalku-buku bacaan,

undang-undang, majalah, jurnal, dan penelusuranintirnet untuk
mendapatkan data sekunder.
2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan melakukan weava mendalam

terhadap Prof. Dr. John. Hutagaol, Prof. Gunadi,, AR.Sc, dan

Rachmanto Surahmat. Wawancara mendalam dilakukama gu

mengumpulkan data primer dan informasi dengan mergjgan pedoman

% Ronny Kountour,Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Teglakarta:
Penerbit PPM, 2004), hal. 105.
" Ibid, hal. 106.
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wawancara. Dari metode wawancara ini akan dihasilkata kualitatif
yang kemudian dinyatakan dalam bentuk tulisan det#fkr
C.4. HipotesisKerja
Hipotesis kerja menurut penelitian ini adaldimitation on benefit
merupakan cara menangkal praktikaty shoppingyang berperan memberikan
kualifikasi terhadap pihak yang ingin mendapatkaeaty benefitsmelalui
serangkaian tes yang terkandung di dalamnya yangjfdtekomprehensif dan
preventif. Kendala yang ditemui dalam pencantum@B Ldi dalamtax treaty
Indonesia dengan negara mitra adalah masih terdapdaksamaan pandangan di
antara para ahli perpajakan. Perbedaan pandangsebué antara lain adalah
mengenai statuseaty shoppingebagaireaty abusegang merupakan bagian dari
pelanggaran ataeaty shoppingsebagatreaty misuseTerdapat juga perbedaan
cakupan pengaturan mengendieneficial owner apakah diatur secara
internasional atau seharusnya diatur dalam ketentl@mestic serta terjadi
perbedaan pandangan atas kegun@meaty shoppingsebagai penarikoreign
investment.
C.5. Narasumber atau I nforman
Pemilihan informan pada penelitian difokuskan padpresentasi atas
masalah yang ditelifi* Oleh karena itu, wawancara dilakukan kepada pjfibik
terkait dengan permasalahan penelitian sehinggarapikan akan mendapatkan
informasi yang dapat digunakan sebagai analisisngsalahan yang diangkat
dalam penulisan ini. Pihak-pihak tersebut antara la
1. Pihak Akademisi
Wawancara dilakukan terhadap Prof. Gunadi, Ak, dyl.Sintuk
mengetahui hakikdieneficial ownedan praktikireaty shopping.
2. Pihak Direktorat Jenderal Pajak
Wawancara dilakukan terhadap Prof. Dr. John Huiag&.E., Ak.,
M.Acc, M.Ec (Hons), selaku kepala Kantor PelayarRajak Tebet,
Jakarta Selatan, dan Sekretaris Panitia Khusus RRRh, untuk
memperoleh penjelasan mengenai kebijakan pemerintidnesia atas

praktik treaty shoppinglan cara menangkalnya.

T Burhan Bungin,Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Fidiis dan
Metodologis Kearah Penguasaan Model Apliké&$akarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.
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3. Praktis Perpajakan
Wawancara dilakukan terhadap konsultan pajak,uydachmanto
Surahmat selaktax partnerdari Ernst & Young dan Prasetio, Sarwoko
dan Sandjaj&onsult
C.6. Penentuan Site Pendlitian
Site penelitian dalam penelitian ini yakni linglgam perpajakan yaitu
Direktorat Jenderal Pajak dan juga di dalam lingjam praktisi perpajakan
ataupun pihak-pihak yang mengerti dengan baik ggeamasalah praktikreaty
shoppingdanlimitation on benefit
C.7. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan tatd|limaka penulis
menggunakan batasan penulisan atas dasar fokustiyalogl sebagai masalah
penelitian. Keterbatasan yang dialami penulis dgd@mulisan ini adalah penulis
tidak dapat melakukan wawancara dengan pihak ldipfdikarenakan Indofood

tidak bersedia untuk dilakukan wawancara langsung.
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